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PENDAHULUAN
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Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah salah satu pemerintah terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.
Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan Pemerintahan diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan 
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[bookmark: _GoBack]berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Pelaksanaan Pasal 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pemberian kewenangan Pemerintah yang luas kepada kecamatan membawa konsekuensi langsung berkurangnya kewenangan Pemerintah daerah terhadap kecamatan dan penambahan tanggungjawab kepada desa. Terjadinya penambahan kewenangan membawa konsekuensi penambahan tugas kepada desa. Untuk melaksanakan tugasnya itu kemudian dilakukan restrukturisasi kelembagaan.
Sejalan dengan restrukturisasi yang dilakukan, dibutuhkan peningkatan kinerja Perangkat desa agar dapat melaksanakan tugas yang ada dengan sebaik mungkin. Untuk itu perlu diperhatikan sikap dasar perangkat desa terhadap diri sendiri, kompetensi, pekerjaan saat ini serta gambaran mereka mengenai peluang yang bisa diraih dalam struktur organisasi yang baru. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa perubahan struktur organisasi yang baru dapat mengakibatkan stres dan kecemasan karena menghadapi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Pada saat inilah faktor disiplin kerja dan motivasi kerja yang tinggi sangat berperan.
Menurut Hasibuan (2017:193) mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ketaatan pegawai terhadap aturan sangat mempengaruhi tingkat disiplin kerja karena apabila pegawai bekerja tanpa mengikuti aturan dan norma perusahaan yang berlaku maka tidak akan tercapai sasaran dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dan sikap tegas dari pimpinan agar kedisiplinan kerja selalu terjaga dan pegawai akan merasa selalu diperhatikan. Harus ada sanksi untuk menjadi motivasi dan dorongan bagi pegawai agar selalu taat dan patuh pada aturan yang berlaku sekaligus mendidik para pegawai untuk disiplin dalam bekerja.
Faktor kedisiplinan memegang peranan yang sangat penting dalam tujuan pelaksanaan kerja perangkat desa. Seorang perangkat desa yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan/kepala desa. Seorang perangkat desa yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Demikian juga perangkat desa yang mempunyai kedisiplinan akan mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada rasa paksaan. Pada akhirnya perangkat desa yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Maulana Muammar Ridho (2019) “Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”. Memberikan kesimpulan bahwa disiplin kerja terhadap kinerja pegawai adalah Sumber keberhasilan suatu pegawai dalam menghasilkan kinerja yang tinggi disiplin kerja yang berkualitas dan mempunyai efektifitas kerja yang memadai. Potensi sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Kinerja pegawai yang menghasilkan pegawai yang teladan yang baik sesuai dengan standar akan mendapat kepercayaan masyarakat. Kinerja pegawai juga dapat diwujudkan melalui beberapa faktor, yaitu : kerjasama, Inisiatif, Tanggung jawab, Kedisiplinan, mutu pekerjaan /hasil.
Menurut Hasibuan (2013) seorang perangkat desa dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi apabila memenuhi kriteria berdasarkan sikap, norma, dan tanggung jawab. Kriteria berdasarkan sikap mengacu pada mental dan perilaku karyawan yang berasal dari kesadaran atau kerelaan dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas dan peraturan perusahaaan. Kriteria berdasarkan norma terkait peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para karyawan selama dalam perusahaan. Kriteria berdasarkan tanggung jawab merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan peraturan dalam perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, terlihat betapa pentingnya peranan faktor disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja perangkat desa. Dari penelitian awal yang dilakukan pada perangkat desa di lingkungan pemerintahan Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dapat diketahui bahwa tingkat kedisiplinan perangkat desa masih rendah. Hal ini terlihat dari fenomena masih adanya perangkat desa yang tidak bekerja pada saat jam kerja atau memanfaatkan waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain diluar pekerjaannya. Disamping itu, dilihat dari masalah yang sering terjadi seperti :
1. Sering terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan, serta tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Terlambat masuk kantor serta pulang lebih awal dari jam yang telah di tetapkan.
Adanya fenomena awal dari disiplin kerja perangkat desa tersebut mendorong penulis untuk meneliti seberapa besar Disiplin Kerja Pegawai Kantor Pemerinthan Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
[bookmark: _Toc138104941] Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Pemerintahan Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Pemerintahan Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan? 
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja Pegawai Kantor Pemerintahan Desa Cikandang Kacamatan Luragung Kabupaten Kuningan?
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Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:
1. Untuk mengetahui kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Pemerintahan Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Pemerintahan Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja Pegawai Kantor Pemerintahan Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
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Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dan instansi terkait dalam memperhatikan kedisiplinan kerja pegawai.
2. [bookmark: _Toc122611319]Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam Ilmu Administrasi Publik untuk mengetahui tolok ukur kedisiplinan kerja pegawai yang baik. Serta pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan disiplin kerja pegawai serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.


